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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam  Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan narkotika tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaan narkotika itu sendiri yaitu untuk kepentingan penelitian dan kepentingan medis, narkotika memang legal. Namun menjadi ilegal jika diluar kepentingan tersebut. Atas alasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap maka para produsen dan pengedar narkoba diseret ke pengadilan untuk dijatuhi pidana.

Urgensi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya pengedar narkotika sudah sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa Indonesia adalah peredaran narkotika yang amat sangat menghawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memberikan efek jera ditujukan kepada seluruh masyarakat agar meraka yang masih menjadi pelaku pengedar narkotika agar segera berhenti karna sanksi yang di berikan kepada pelaku pengedar narkotika ialah pidana mati.

Penerapan hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya produsen, bandar, dan pengedar, dapat dibenarkan sebagai bentuk ta'zir (hukuman diskresioner) yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat (mashlahah mursalah), terutama dalam menjaga akal dan jiwa manusia. Ulama sepakat bahwa narkotika hukumnya haram karena termasuk dalam kategori muskir (memabukkan) atau zat yang menghilangkan akal dan menimbulkan kemudaratan (kerusakan) yang luar biasa, merusak individu dan tatanan masyarakat. Pengharaman ini didasarkan pada prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang melarang segala sesuatu yang buruk dan merusak. Mayoritas fuqaha (ahli fikih) memandang bahwa kejahatan narkotika, terutama yang dilakukan oleh bandar dan pengedar, dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman mati, melalui mekanisme ta'zir.
Saran 

Perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika agar tercapai nya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisikan sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika.

Perlu meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas baik melalui pemidanaan maupun non pemidanaan dalam rangka mengurangi tidak pidana atau dipidana matinya si pelaku kejahatan dan hakim dalam menggunakan lembaga hukum, dalam memberikan sanksi pidana mati ini sebaiknya sebagai efek jera yang di tujukan kepada masyarakat dan sebagai rem darurat dengan mempertimbangkan faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.

Perlunya penambahan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam proses penangkapan dan penyidikan, agar dalam pemeriksaan terhadap pelaku pengedar dapat merjalan secara maksimal dalam melengkapi berkas persidangan agar dalam menjalankan eksekusi pidan mati dapat berjalan dengan baik, dan tidak mendapat banyak hambatan.
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